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Mengingat

BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR:{ TAHUN 2O2 I

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1 123 ayat
(l) Peraturn Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Keq'a Pemerintah
Daerah perluh menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 202l-2026;

l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Prorrinsi
Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lrmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 l);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan I-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kefa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 245,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
8e);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor 13 12)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata



Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Keq'a Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447]';

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4
Tahun 2072 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2OO5-2O25 (kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2Ol4-2O34
(lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2Ol8-2O23 (kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2019 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2OO5-2O25 (l.embaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2012 Nomor l0);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 1O Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 1O);



Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 202I-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur peneyelenggara pemerintahan di Kabupaten
Konawe Selatan.

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan ternrasuk untuk pelaksanaan teknis
masing-masing;

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2OO5-2O25 yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005
sampai dengan Tahun 2025;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD merupakan penjabaran visi,
misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan
keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan
lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yang disusun dengan perpedoman pada RPJPD dan
RPJMN.

6. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renstra-OPD adalah dokumen
perencanaar Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana ke{a dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja-OPD adalah dokumen
perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode I
(satu) tahun.



Pasal 2

Renetra menrpakan dokumen Perencanaan seluruh OPD untuk
Periode 5 (lima) Tahun mulai dari tahun 2021 sampai dengan
Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Dasar
Penyusunan Renja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026

Pasal 4

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah tahun 202l-2O26
yaitu :

a. Mewujudkan Integrasi, singkronisasi dan sinergitas
pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi
maupun tinkat Pemerintah; dan

b. Penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2O26 berd,asarkan
Tugas dan Fungsi Perangkat daerah.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 5
(1) Sistematika Renstra Perangkat daerah tahun 2021-2026

sebagi berikut;
a. BABI : Pendahuluan
b. BAE) II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
c. BAB III : Permasalahan dan Isu-lsu Strategis

Perangkat Daerah
d. BAB IV : Trrjuan dan Sasaran
e. BAB V : Stategis dan Arah Kebljakan
f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta

Pendanaan
g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
h. BAB VIII : Penutup

(2) Uraian lebih I-anjut Renstra Perangkat daerah tahun 2021-
2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
la.mpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati.



BAB III
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah kabupaten Konawe Selatan

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 39

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 13 Desember 2021

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 13 Desember 2021



aru
URAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR 39 TAHUN2O2I
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
NO. SATUAN KERJA PERANGKAT DAEARAH
1 INSPEKTORAT
c BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3 BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BADAN PENANGCULANGAN BENCANA DAERAH

6 BKAD
7 BADAN PENDAPATAN DAERAH
B DPMD
9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNDAN ANAK
l0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11 DPM PISP
t2 DINAS PERHUBUNGAN
13 DINAS PK
14 DINAS KOMINFO
15 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
16 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
t7 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
l8 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
20 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
21 DINAS KOPERASI DAN UMKM
22 DINAS SOSIAL
23
24 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
25 DINAS KESEHATAN
26 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
27 DINAS KETAHANAN PANGAN

28 SATPOL PP

29 RSUD BLUD
30 RSUD
31 SEKRETARIAT DPRD
32 SEKRETARIAT DAERAH
33 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
34
35 DINAS PERPUSTAKAAN
36 KECAMATAN PALANGGA
37 KECAMATAN LANDOONO

4

5

19

DINAS PUTR

BADAN PENELITAN DAN PENGEMBANGAN



38 KECAMATAN LAINEA
39 KECAMATAN TINANGGEA
40 KECAMATAN RANOMEETO
41 KECAMATAN KONDA
42 KECAMATAN KOLONO
43 KECAMATAN MORAMO
44 KECAMATAN ANDOOLO
45 KECAMATAN MORAMO UTARA
46 KECAMATAN ANGATA
47 KECAMATAN LAONTI
48 KECAMATAN MOWILA
49 KECAMATAN BENUA
50 KECAMATAN BUKE
51 KECAMATAN BASALA
52 KECAMATAN RANOMETO BARAT
53 KECAMATAN LAEYA
54 KECAMATAN BAITO
5s KECAMATAN WOLASI
56 KECAMATAN PALANGGA SELATAN
57 KECAMATAN ANDOOLO BARAT
58 KECAMATAN KOLONO TIMUR
59 KECAMATAN SABULAKOA
60 KECAMATAN LALEMBUU




